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Pasal 50 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat mengatur bahwa benda sitaan disimpan dalam
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) atau Baitul Mal Kabupaten/Kota dengan tata cara pengelolaannya
masing-masing. Namun pada kenyataannya, perihal penempatan barang bukti berupa benda sitaan maupun barang rampasan negara
belum dilaksanakan seperti sebagaimana mestinya.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan pengelolaan barang bukti perkara jinayat dalam Qanun
Hukum Acara Jinayat, hambatan terhadap pelaksanaan pengelolaan barang bukti perkara jinayat dan upaya yang dapat dilakukan
guna mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti perkara jinayat.
Untuk memperoleh data, dilakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder dengan mempelajari buku, peraturan
perundang-undangan dan tulisan yang berhubungan dengan skripsi ini. Selanjutnya penelitian lapangan yang dilakukan untuk
mendapatkan data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang bukti perkara jinayat belum dilaksanakan dengan baik,
karena terdapat benda sitaan yang ditempatkan tidak pada tempat yang seharusnya. Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan
barang bukti adalah kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap pengaturan terkait tempat penyimpanan barang bukti
perkara jinayat, serta kekosongan hukum yang mengakibatkan pengelolaan barang bukti menjadi statis. Upaya dalam mengatasi
hambatan tersebut adalah pembentukan regulasi yang jelas sebagai dasar hukum terkait pengelolaan barang bukti perkara jinayat
pada masing-masing tempat penyimpanan, serta sosialisasi yang dilaksanakan secara keseluruhan kepada seluruh aparat penegak
hukum yang telibat dalam Qanun Hukum Acara Jinayat.
Diharapkan kepada pemerintah untuk segera membentuk aturan tentang pengelolaan barang bukti perkara jinayat agar pelaksanaan
pengelolaan barang bukti perkara jinayat dapat berlangsung dengan baik. Dan aparat penegak hukum serta lembaga terkait
diharapkan terus mengikuti perkembangan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
